MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 39 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 58 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN
DAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun
2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan

dan Pelabuhan;

Mengingat SR Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun1945;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
<A Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5109);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6643);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 358
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran
di Perairan dan Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 731);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 58 TAHUN 2013 TENTANG
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN
PELABUHAN.

Pasal |
Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
731) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga

berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

Pasal 4A

Dalam hal peralatan dan bahan penanggulangan di
atas Kapal tidak mampu  menanggulangi
pencemaran di perairan dan Pelabuhan, nakhoda
segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat.
Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengoordinasikan penanggulangan pencemaran
dengan menggunakan personil, peralatan, dan
bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia
di Pelabuhan.

Penanggulangan pencemaran dari Kapal di perairan
dan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dan pemulihan lingkungan akibat
pencemaran dari Kapal dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 687

Salinan sesuai dengan aslinya
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